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ABSTRAK 
 

SANIRA, TAHUN 2024. Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam           
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan   Pendapatan Daerah 
Kabupaten Enrekang. Karya Tulis Ilmiah (KTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak 
Muhammad Adil. dan Pembimbig II Bapak Andi Arif Adiningrat.  
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu komponen pendapatan asli 

daerah dan hasilnya dapat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan 

masyarakat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemberian izin 

tertentu atau pembayaran atas jasa yang khusus diberikan kepada Pemerintah 

daerah untuk kepentingan badan atau orang pribadi.  

 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi 

pajak dan retribusi daerah atas pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang. 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah di kabupaten Enrekang 

dalam mengambil suatu keputusan dalam pengelolaan sumber pendapatan asli 

daerah khususnya penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah. 

 

 

Kata Kunci : pajak daerah, sumber pembiayaan Pembangunan 
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ABSTRACT 
SANIRA, January 2024. contribution of taxes and regional levies in 
increasing local revenue at the Enrekang district regional revenue agency. 
Scientific Writing (KTI), Faculty of Economics and Business,University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. Muhammad Adil. and 
Supervisor II Mr.Andi Arif Adiningrat. 

Regional Taxes and Regional Levies are a component of regional original income 
and the results can be expected to become a source of financing for Regional 
Development and administering government for the benefit of the community. 
Regional levies are regional levies for granting certain permits or payment for 
services specifically provided to regional governments for the benefit of bodies or 
individuals. 

The aim of this research is to determine the contribution of taxes and regional 
levies to original regional income in Enrekang district. used as consideration for 
the government in Enrekang district in making decisions in managing local 
sources of original income, especially regional levies and regional taxes. 

keywords : Regional taxes are a source of development financing 
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BAB 1 

 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu komponen pendapatan asli daerah 

dan hasilnya dapat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah 

dan penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pemberian izin tertentu atau pembayaran atas jasa yang khusus 

diberikan kepada emerintah daerah untuk kepentingan badan atauorang pribadi. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

dibagi menjadi beberapa daerah dan daerah provinsi dibagi atas daerah-daerah kota dan 

kabupaten. Setiap daerah mempunyai kewajiban dan hak untuk mengurus dan mengatur 

sendiri urusan pemerintahannya supaya bisa meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah. 

Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahannya. Menurut undang-undang dasar Negara republic 

Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 

kenegaraan yang ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pungutan 

lainnya yang bersifat wajib dan pajak, diatur oleh undang- undang. Pemungutan retribusi 

daerah dan pajak daerah harus berdasarkan pada undang-undang. Oleh sebab itu retribusi 

daerah dan pajak daerah diatur oleh undang-undang No.18 Tahun 1997 mengenai retribusi 

daerah dan pajak daerah sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 2000 

dan yang terakhir diubah dengan undang-undang No.2009. 
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Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta 

Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 

untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.Sesuai falsafah undang-undang 

perpajakan, membayar pajak bukan hanyamerupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari 

setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional. 

Penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 

bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, sedangkan pajak kota atau kabupaten 

diantaranya pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak 

reklamen, pajak parker, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, 

dan pajak air tanah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menetapkan judul penelitian 

“Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalahnya yaitu 

“Bagaimana kontribusi pajak dan retribusi daerah atas pendapatan asli daerah di kabupaten 

Enrekang ?” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi 

pajak dan retribusi daerah atas pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini : 
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1. Untuk mengetahui cara pengelolaan pajak pada pendapatan asli daerah. 

2. Sebagai saran positif dalam menstabilkan penerimaan pajak daerah. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah di kabupaten Enrekang 

dalam mengambil suatu keputusan dalam pengelolaan sumber pendapatan asli daerah 

khususnya penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah. 



 

 

BAB II 

 
TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang 

wewenang pemungutannya adalah pada pemerintah Daerah yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh pemerintah Daerah. Pajak Daerah kabupaten Enrekang dikelola 

melalui salah satu satuan kerja perangkat Daerah yaitu kantor BAPENDA 

Enrekang. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh dengan 

cara mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu komponen pendapatan 

asli daerah dan hasilnya dapat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan 

masyarakat.Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemberian izin 

tertentu atau pembayaran atas jasa yang khusus diberikan kepada emerintah 

daerah untuk kepentingan badan atauorang pribadi. 

Sesuai dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang 

No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak 

kabupaten / kota terdiri dari: 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 
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4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

7. Pajak Parkir 

Pajak daerah merupakan suatu pungutan dari masyarakat oleh Negara 

berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dan terutang bagi 

yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara 

langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam 

penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Pajak ini memiliki banyak 

perbedaan dan jenis pemungutannya diantaranya adalah jenis-jenis pajak daerah 

di tingkat 1 terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, dan 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak daerah di tingkat II 

terdiri dari pajak parker, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan, dan 

pemanfaatan bahan galian golongan c dan pajak air permukaan dan pajak air 

bawah tanah. 

Selain pajak daerah sumber pendapatan asli daerah juga bersumber dari 

retribusi daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan 

daerah sebagai pembahasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari 

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 

Pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua yaitu: 
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1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi. 

2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten dan kota 

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang yang 

dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang baik 

merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah 

dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam 

melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan sesuai dengan fungsinya. 

2. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator keberhasilan dalam suatu 

penyelenggaraan otonomi daerah. Jika semakin tinggi PAD maka akan semakin 

tinggi pula kemampuan suatu pemerinyah daerah untuk membiayai kebutuhannya 

sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut sudah berhasil dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah. Begitu juga sebaliknya, apabila PAD yang 

dipisahkan pada suatu daerah maka akan mengalami penurunan, itu berarti 

penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.  

Pendapatan asli daerah dikategorikan sebagai pendapatan rutin dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan 

pendapatan yang menunjukkan salah satu kemampuan daerah yang menghimpun 

sumber-sumber dana untuk membiayai pembangunan ataupun kegiatan rutin. 

Yang dimaksut dengan pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai 

pendapatan rutin dari usaha-usaha dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan 

potensi dari sumber keuangan daerah untuk membiayai tanggung jawab dan 

tugasnya. 
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Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-

Undang terdiri dari: 

a. Pendapatan Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan iuran yang wajib dibayar oleh oreng pribadi atau 

badan kepala suatu daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku yang 

digunakan untuk membiayai suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

b. Pendapatan Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan sebuah pungutan daerah sebagai bukti pemberian 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang hanya untuk diberikan atau 

disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

pemerintah. 

- Retribusi jasa Umum 

- Retribusi Jasa Usaha 

- Retribusi Perizinan Tertentu 

c. Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Lain-lain 

pendapatan daerah yang sah terdiri dari : 

1) Hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

2) Jasa giro; 

3) pendapatan bung 

4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 

5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah. 
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d. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pengolahan 

kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, dividen, dan 

penjualan saham milik suatu daerah. 

3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Pajak adalah pungutan dari masyarakat untuk Negara menurut undang- 

undang yang sifatnya dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib 

membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dan 

hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.Berdassarkan lembaga 

pemungutanya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat yang biasa disebut 

dengan pajak daerah atau pajak Negara.Pajak pusat merupakan pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat lewat undang-undang yang wewenang 

pemungutannya berada pada pemerintah pusat yang hasilnya dipergunakan untuk 

pembiayaan pengeluaran pemerintah pusat atau pembangunan. 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu komponen pendapatan 

asli daerah dan hasilnya dapat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan 

masyarakat.Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemberian izin 

tertentu atau pembayaran atas jasa yang khusus diberikan kepada emerintah 

daerah untuk kepentingan badan atau orang pribadi, menurut Marihot P. Siahaan 

dalam pratiwi (2016). 

Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah 

merupakan pendapatan asli daerah, salah satu sumber pendapatan daerah yang 
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memiliki kontribusi paling besar berasal dari retribusi daerah dan pajak 

daerah.Retribusi daerah dan pajak daerah adalah salah satu bentuk peran serta 

masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah.Retribusi daerah dan pajak daerah 

adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiaya 

penyelenggaraan pembangunan pemerintahan atau pemerintahan 

daerah.Penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah diharapkan agar nantinya 

dapat memberikan kontribusi yang bersifat positif terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pencapaian masyarakat. 

Meningkatkan pendapatan asli darah (PAD) merupakan suatu usaha untuk 

meningkatkan penerimaan daerah, agar bisa mengoptimalkan pendapatan asli 

daerah (PAD) ada beberapa pos pendapatan asli daerah yang harus ditingkatkan 

diantaranya retribusi daerah dan pajak daerah.Kebutuhan ini data dirasakan oleh 

daerah terutama sejak diberlakukanya di Indonesia otonomi daerah pada tanggal 1 

januari 2001. Pendapatan asli daerah yang semakin meningkat dapat berdampak 

pada suatu dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tingkat kemamdirian 

daerah akan meningkat, kas keuangan daerah akan lebih tinggi, sehingga dapat 

mendorong pembangunan daerah dan perekonomian daerah tersebut agar bisa 

menjadi lebih baik lagi kedepannya dan pada akhirnya bisa meningkatkan 

pendapatan masyarakat cecara umum. 

Retribsi daerah dan pajak daerah menurut undang-undang no. 28 tahun 

2009 pajak daerah yang biasa disebut pajak merupakan kontrbusi wajib kepada 

suatu daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat 

dipaksakan berdasarkan undang-undang, oleh karna itu dapat digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tidak mendapatkan 
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imbalan secara langsung. Menurut undang-undang no.28 tahun 2009 jenis-jenis 

pajak dikelompokkan menjadi dua berdasarkan wilayahnya yaitu pajak kabupaten/ 

kota dan pajak propinsi yaitu: 

1. Pajak Propinsi terdiri dari: 

a. Pajak kendaraan bermotor, 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor, 

c. Pajak air permukaan, 

d. Pajak rokok, 

e. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

2. Pajak kabupaten atau kota: 

a. Pajak restoran, 

b. Pajak hotel, 

c. Pajak reklame, 

d. Pajak hiburan, 

e. Pajak mineral bukan logam dan bantuan, 

f. Pajak penerangan jalan 

g. Pajak air tanah, 

h. Pajak parkir 

i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, 

j. Pajak sarang burung walet 

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

Retribusi daerah berdasarkan undang-undang no.18 tahun 1997 

merupakan pungutan daerah sebagai pemberian izin atau pembayaran tertentu 
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yang hanya untuk diberikan atau di sediakan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

Retribusi adalah pembayaran yang wajib oleh penduduk kepala Negara 

dengan adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negaran kepada penduduknya 

secara perorangan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia 

untuk saat ini penerikan retribusi hanya bisa dipungut oleh pemerintah daerah 

saja.jadi retribusi yang diungut oleh Indonesia saat ini adalah retribusi daerah. 

Berdasarkan udang-undang no.28 Tahun 2009 mengenai retribusi daerah dan 

pajak daerah merupakan sebuah pembayaran sebagai pungutan daerah atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang hanya untuk disediakan dana atau diberikan 

kepada pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan badan atau 

orang pribadi. 

Yang termasuk ke dalam golongan dan jenis retribusi daerah yaitu 

retribusi jasa usaha, jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu 

yang biasanya ditetapkan oleh peraturan pemerintah menurut kriteria yang 

ditetapkan dalam suatu undang-undang. 

4. Retribusi Jasa Umum 

Jasa yang telah disediakan atau telah diberikan oleh pemerintahan suatu 

daerah untuk tujuan kemanfaatan dan kepentingan masyarakat umum merupakan 

pengertian dari jasa umum.Bentuk jasa umum yang telah disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk diwujudkan dalam 

jasa pelayanan.Untuk itu retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dikenakan 

kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 

jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah. 
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Dalam mengelompokkan jenis retribusi jasa umum, kriteria yang dapat 

digunakan iyalah: 

1) Jasa tersebut termaksud dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan 

kepada suatu daerah; 

2) Jasa ini dapat memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 

diharuskan membayar retribusi; 

3) Jasa ini dianggap layak jika hanya dipersiapkan kepada suatu badan atau 

orang pribadi yang membayar retribusi; 

4) Retribusi dipergunakan untuk pelayanan suatu pemerintahan daerah tapi tidak 

bertentangan dengan kebijakan nasional 

5) Retribusi ini dapat dipungut secara efektif dan efisien serta dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber pendapatan suatu daerah yang potensial 

6) Pelayanannya yang berkaitan dapat disediakan secara baik dengan kualitas 

pelayanannya yang sangat memadai 

Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Retribusi merupakan suatu pemungutan yang dipungut berdasakanundang-

undang yang berlaku dan peraturan daerah yang berkenaan, 

2. Hasil penerimaan retribusi masuk kedalam kas pemerintahan daerah, 

3. Suatu pihak yang melakukan pembayaran retribusi mendapatkan 

kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintahan daerah atas 

pembayaran yang dilakukannya, 
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4. Retribusi dikatakan terrutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan, 

5. Sanksi yang biasanya dikenakan pada retribusi daerah adalah sangsi secara 

ekonomis maksutnya yang tidak mau membayar reribusi tidak bisa 

memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

5. Objek Retribusi Jasa Umum 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah secara umum retribusi dibagi menjadi tiga jenis, yakni: 

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan: 

a. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : 

1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang 

belumdimanfaatkansecaraoptimal; dan/atau; 

2) PelayananolehPemerintahDaerahsepanjangbelumdisediakansecaramemad 

aioleh pihak swasta. 

b. Objek Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : 

1) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal, 

2) Pelayanan oleh pemerintah daerahnya selama belum disiapkan secara 

memadai oleh pihak swasta. 
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c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkanuntukpengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan 

ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, barang, fasilitas tertentu atau 

sarana guna menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan 

umum. 

Jasa umum memiliki objek diantaranya pelayanan kesehatan dan 

pelayanan bersama pahan dengan pengecualian urusan umum suatu pemerintah. 

Adapun uraian dari bentuk-bentuk suatu objek retribusi jasa pelayanan umum: 

1) Pelayanan kesehatan merupakan suatu pelayanan kesehatan di puskesmas, 

rumah sakit umum dan balai pengobatan di suatu daerah dan tidak 

termaksuk pelayanan pendaftaran, 

2) Pelayanan persampahan dan kebersihan meliputi pembuangan, 

pengangkutan, dan pengambilan serta disediakan lokasi pembangunan 

pemusnahan sampah industry, sampah rumah tangga, dan sampah 

perdagangan tidak termaksuk pelayanan kebersihan jasa umum, ruangan 

tempat umum beserta dengan taman, 

3) Penggantian biaya akte catatan sipil dan cetak KTP. Akte catatan sipil 

meliputi akte perkawinan, akte kelahiran, akte perceraian, akte kematian, 

akte ganti nama baik warga asing dan akte kematian pengesahan, 

4) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayan 

pemakaman / penguburan, pengabuan mayat / pembakaran, dan 

penguburan mayat yang dikelola oleh pemerintah daerah / sewa tempat 

penguburan atau pemakaman, 
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5) Penyedian parkir di tepi jalan umum yang di tentukan oleh suatu 

pemerintah daerah 

6) Pelayanan pasara dalam suatu fasilitas pasar tradisional / sederhana yang 

berupa pelataran atau los yang dikelola oleh suatu pemerintah daerah dan 

hanya khusus disediakan untuk pedagang, dan tidak termasuk yang 

dikelola oleh perusahaan daerah pasar, 

7) Pelayanan air bersih adalah pelayanan fasilitas air bersih yang dikelola 

langsung atau dimiliki langsung oleh pemerintah daerah, dan tidak 

termaksud oleh pelayanan perusahaan daerah air minum (PDAM), 

8) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu pelayanan yang 

pemeriksaan kendaraan bermotornya sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku yang diselenggarakan pemerintah suatu daerah, 

9) Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan 

pengujian dan pemeriksaan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat 

pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat 

10) Pelayanan pengujian kapal perikanan merupakan pelayanan pengujian 

kepada kapal penangkapan ikan yang jadi kewenangan pemerintah suatu 

daerah. 

6. Tarif pajak 

Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang 

menjadi tanggung jawab para wajib pajak.Tarif pajak dapat berupa persentase 

yang ditentukan oleh pemerintah.Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap 

jenispajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Secara struktural menurut 

tariff pajak dibagi dalam empat jenis yaitu: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
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Tarif proporsional(a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang 

presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. 

a. Tarif regresif tetap (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak menurut 

peraturan yang telah ditetapkan yakni tarif pajak akan selalu tetap, 

b. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak yang 

semakin naik akan sebanding pula dengan naiknya dasar pengenaan pajak 

c. Tarif degresif (a degresive tax rate structure) yaitu meningkatnya presentase 

tariff pajak akan semakin rendah pula ketika dasar pengenaan pajaknya 

semakin meningkat. 

Tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak 

Penghasilan yaitu taif yang berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia.tetapi 

untuk Pajak Pertambahan Nilai digunakan tarif pajak proporsional yaitu 10%. 

7. Manfaat Pajak 

Di indinesia ada banyak jenis pajak seperti pajak penghasila (pph), pajak 

pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), beserta dengan pajak 

daerah.Pajak aadalah adalah salah satu sumber utama penerimaan Negara, tanpa 

pajak sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilakukan.Penggunaan 

uang pajak muai dari pembiayaan berbagai proyek pembangunan sampai dengan 

belanja pegawai. Adapun pembangunan sarana umum seperti rumah sakit / 

puskesmas, sekolah, jalan-jalan, jembatan, kantor polisi dibiayai dengan 

menggunakan uang dari hasil pajak. 

Pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan 

masyarakat merupakan suatu kegunaan dari uang pajak.Bagi setiap yang sudah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Pertambahan_Nilai
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menjadi warga Negara mulai pada saat dia dilahirkan sampai dengan meninggal 

dunia, sudah menikmati pelayanan atau fasilitas dari pemerintah yang semuanya 

dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi 

barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga dipergunakan 

untuk membayar utang ke luar negeri, dan pajak juga biasanya digunakan untuk 

membantu UMKM, adapun manfaat pajak secara umum yakni: 

1) Membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing (memberikan 

keuntungan) seperti proyek produktif barang ekspor, 

2) Membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang 

bisa dinikmati masyarakat, 

3) Membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan 

dan petani, dan 

4) Membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata 

perang untuk tentara. 

8. Retribusi Perizinan Tertentu. 

Selain fungsi utama dari retribusi daerah sebagai pengatur, retribusi daerah 

juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, lebih tepatnya fungsi 

utama retribusi perizinan yaitu digunakan untuk pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, dan pengaturan.Hal ini dimaksudkan guna menjaga kelestarian dan 

melindungi kepentingan umum. Agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan 

kegiatan ekonomis dan gegiatan lainnya di luar ketentuan yang diberikan oleh 



 

 

18 

pemerintah daerah yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan 

kepentingan umum maka dapat diperlukan pengawasan, pengarahan, 

pengendalian, dan pengaturan. 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana 

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. Jenis retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam 

Peraturan Daerah ini terdiri atas: 

a. Retribusi Izin Trayek, dan 

b. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

10 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.Sebagaimana yang telah kita 

ketahui bahwa setiap tahunya retribusi perizinan tertentu memiliki peran dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah di Propinsi Sulawasi selatan, oleh karena itu 

disetiap tahunnya pemerintah Propinsi sulawasi selatan menetapkan target yang 

ingin dicapai dari pemerintah retribusi perizinan tersebut, untuk target yang sudah 

ditetapkan tersebut maka terdapat penerimaan retribusi dan realisasi. Untuk itu 

kita dapat mengetahui jumlah dana yang diperoleh dari retribusi perizinan tertentu 

tersebut. Sebagaimana dalam hal ini dengan adanya penerimaan maka 

pastinyaakanbertambahya pula pendapatan daerah di provinsi Sulawesi selatan. 

Dalamhal ini sudah dipastikan bahwa dana retribusi perizinan tertentu akan lebih 
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mendukung jalan dan prosesnya pemerintahan di provinsi sulawasi selatan dalam 

mencapai suatu tujuannya yakni kesejahtraan masyarakat. Dalam hal ini tentunya 

tidak lepas dari partisifasi masyarakat atas pengguna jasa dari prasarana dan 

fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Sulawesi selatan.Yang menjadi jenis 

perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi peruntukan 

penggunaan tanah, retribusi izin gangguan, retribusi izin teempat penjualan 

minuman beralkohol, retribusi izin pengambilan hasil hutan ikan dan retribusi izin 

trayek 

Perizinan tertentu memiliki objek antara lain izin peruntukan penggunaan 

tanah dan izin mendirikan bangunan. Kemudian pengajuan izin tertentu oleh 

BUMD atau BUMN tetap dikenakan retribusi, badan tersebut merupakan suatu 

kekayan Negara atau daerah yang sudah dipisahkan, tetapi pengajuan izin oleh 

pemerintah pusat maupun perintah daerah tidak dikenakan retribusi perizinan 

tertentu. Perizinan yang menjadi objek retribusi perizinan meliputi: 

1) Pemberian izin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan 

menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih yang dikaitkan dengan 

rencana tata ruang yang bersangkutan merupakan izin peruntukan penggunaan 

tanah 

2) Pemberian ijin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk kegiatan yang 

peninjauan desain dan pemantau pelaksanaan pembangunan agar dapat sesuai 

dengan rencana tata ruang yang berlaku dan rencana teknis bangunan, 

sertapengawasan penggunaan bangunan meliputi pemeriksaan dalam rangka 
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memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut 

merupakan izin mendirikan bangunan (IMB), 

3) Izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pelayanan memberikan 

izin untuk masyarakat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol pada 

suatu tempat tertentu di sebuah wilayah kekuasaan pemerintah daerah, 

4) Izin gangguan dalam pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang 

pribadi atau badan di sebuah lokasi yang dapat menimbulkan kerugian, 

gangguan, dan bahaya yang tidak termaksud tempat untuk usaha yang 

lokasinya dipilih oleh pemerintah daerah, 

5) Ijin trayek adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

untuk menyediakan pelayanan angkusan suatu penumpang umum pada suatu 

trayek tertentu. 

6) Izin pengambilan hasil hutan merupakan pelayanan pemberian izin 

pengambilan hasil hutan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan 

usaha pengambilan hasil hutan ikut antara lain rotan, gaharu, dan damar tidak 

termaksut pengambilan kayu hutan. 

9. Tarif Retribusi PerizinanTertentu 

Tarif retribusi ini ditetapkan sedemikian rupa sehinngga hasil 

retribusinyadapat menutup sebagai atau sama dengan perkiraan biaya yang 

diperlukanuntukmenyediakanjasayangbersangkutan. 

Perbedaan retribusi daerah dan pajak daerah bukan hanya didasarkan atas 

objeknya saja, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif.Oleh karna itu 

tariff.retribusi bersifat fleksibel atau dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya 
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yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah massing-masing dalam memaksakan 

atau mengelola Janis pelayanan publik di sebuah daerah, maka semakin kecil pula 

tariff yang dikenakan. Semakin banyak suatu jenis pelayanan publik dan 

meningkatnya mutu pelayanan publik yang diperoleh dari pemerintah daerah 

terhadap masyarakat, maka kecenderungan perolehan dana perolehan retribusi 

semakin besar tetapi, jika banyaknya jenis retribusi yang dikenakan kepada 

masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, 

kebijakan retribusi daerah sering kali menimbulkan kotroversial di suatu daerah, 

baik sebelum otonomi daerah diberlakukan maupun sesudah diberlakukan, karena 

terkadang pemuda memungut retribusi tanpa ada imbalan langsung yang telah 

dirasakan oleh masyarakat 

Perbedaan antara retribusi daerah dan pajak daerah adalah sebahai berikut; 

1) Memiliki kontra prestasi pada retribusi kontra prestasi dapat ditunjuk secara 

individu dan secara langsung pada golongan tertentu, sedangkan pada pajak 

tidak dapat secara langsung 

2) Balas jasa pemerintah kegiatan ini dekaitkan dengan tujuan pembayaran yakni 

pajak balas jasa bagi pemerintah umum, semua masyarakat dapat menikmati 

balas jasa baik yang telah membayar pajak maupun yang tidak membayar 

pajak, sebaliknya pada retribusi balas jasa pemerintah / Negara hanya 

diberlakukan untuk pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi saja. 

3) Sifat pemungutan pajak yang sifatnya umum yaitu hanya berlaku untuk setiap 

orang yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak, sementara itu 

retribusi hanya berlaku kepada masyarakat tertentu saja yaitu yang menikmati 

jasa pemerintah yang telah ditunjuk, 
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4) Sifat pelaksanaannya mendapat jasa tersendiri dari pemerintah diharuskan 

membayar retribusi, jadi sifat paksaan pada suatu retribusi bersifat ekonomis 

sehingga pada akhirnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk tidak 

membayar atau membayar, kegiatan ini berbeda dengan pajak , sifat paksaan 

pada pajak merupakan suatu yudisis yang artinya semua manusia yang 

melanggarnya akan mendapatkan sanksi hukuman, baik itu hukuman pidana 

ataupun membayar denda. 

5) Lembaga atau Badan Pemungutnya, Pajak dapat dipungut oleh pemerintah 

daerah ataupun pemerintah pusat, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut 

oleh pemerintah daerah saja. 

10. klasifikasi kontribusi 

Berdasarkan kecilnya kontribusi pajak dan retribusi daerah dapat diukur dengan 

menggunakan klasifikasi kontribusi. Klasifikasi kontribusi adalah perhitungan 

yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.  

Adapun tabel klasifikasi kontribusi daerah dapat dilihat sebagai berikut: 

Persentase Kriteria 

0.00%-10% Sangat Kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

Diatas 50% Sangat Baik 

Sumber:Dipdagri,KepmendagriNo.690.900.327 

 

C. Kerangka Konseptual 

Dengan memperhatikan uraian yang telah di paparkan terdahulu maka 

pada bagian ini akan di uraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai 
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landasan berfikir untuk ke depannya landasan yang dimaksudkan lebih 

mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini 

guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis 

menguraikan kerangka konseptual yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini. 

 

  

Kontribusi 

pajak 

 

 

   

 
Retribusi 

daerah 
 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

D. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mengambil tempat meneliti di 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di kabupaten Enrekang dan 

pelaksanaannya selama satu sampai dua bulan setelah ujian proposal 

dilaksanakan. 

2. sumber Informan 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) 

dan pengambilan data mengenai kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam 

meningkatkan pendapatan daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten 

Enrekang. 

Peningkata

nPAD 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan (Observasi) 

dan wawancara mengenai kontribusi penerimaan Retribusi Daerah 

terhadap pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten 

enrekang. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau 

data tertulis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Seperti 

Retribusi Daerah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode deskriftif kuantitatif, metode ini dipergunakan untuk 

membandingkan dan melihat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah 

serta kontribusi komponen PAD dari hari ke hari dalam suatu data dengan 

memperhatikan perkembangannya dilihat dari perkembangan maupun besarannya. 

a. Rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap PAD dan APBD 

kontribusi = X100% 

Keterangan; 

1) Kontribusi pendapatan asli daerah 

2) Penerimaan pendapatan asli daerah 

3) Total penerimaan pendapatan asli daerah  

4) 100% 

BAB III 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Singkat 

Pada abad XIV, daerah Enrekang di sebut MASSENREMPULU yang 

memiliki artinya di pinggir gunung atau disebut juga menyusur gunung, 

sedangkan kata enrekang sendiri berasal dari ENDEG yang artinya naik gunung 

dan dari sinilah asal mulanya kata ENDEKAN namun masih ada lagi nama selain 

nama sebutan endekan tersebut bahkan sampai ke dalam administrasi 

pemerintahan dikenal dengan nama ENREKANG jika dikatakan bahwa daerah 

kabupaten enrekan merupakan daerah pegunungan, itu sudah hampir benar karna 

sudah jelas bahwa kabupaten Enrekang terdapat banyak gunung-gunung dan 

bukit-bukit yang sambung menyambung mengambil ± 85 % dari seluruh luas 

wilayah yang luasnya ± 1.786.01 km² 

VISI: 

"Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang mandiri, berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan. 

MISI: 

Untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, oleh karena itu setiap 

organisasi harus memiliki misi yang sudah pasti jelas, pernyataan misi 

mengidentifikasikan untuk apa dan apa organisasi beserta jasa ataupun produk 

yang telah dihasilkan, menurut fungsi dan tugas pokok badan pendapatan daerah 

di kabupaten Enrekang memiliki misi sebagai berikut: 
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1. Dapat mengoptimalkan semua pendapatan daerah berdasarkan potensi yang 

telah dimiliki, 

2. Dapat meningkatkan pengendalian suatu pengelolaan penerimaan keuagan 

daerah sesuai ketentuan yang telah berlaku, 

3. Dapat meningkatkan sumber daya aparatur agar penata perusahaan 

pengelolaan penerimaan keuangan daerah dapat berjalan secara transparan, 

akuntabel, efektif, dan efisiensi. 
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B. Struktur Organisasi dan Job Descript 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
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1. Job Description 

a. Kepala Bapenda memimpin badan pendapatan daerah yang mempunyai 

tugas pokok untuk membantu buat dalam melakukan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan suatu daerah di bidang perencanaan pembangunan 

suatu daerah, 

b. Sekretaris, seorang sekretaris memimpin secretariat yang memiliki tugas 

pokok mengerjakan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, urusan umum, 

keuangan serta perencanaan badan, dan perencanaan pembangunan suatu 

daerah, 

c. Kasubag atau perencanaan, sub gagian perencanaan dipimpin oleh sug 

bagian, yang bertugas untuk melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, 

dan pengkajian suatu bahan sesuai dengan kebutuhan perencanaan badan, 

d. Subag. Umum dan Kepegawaian, seorang kepala sub bagian memimpin 

sub bagian umum dan kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok yaitu 

untuk mengerjakan urusan kearsipan, dokumentasi, urusan rumah tangga, 

perlengkapan, perpustakaan, dan surat menyurat, 

e. Subag. Keuangan, seorang kepala sub bagian memimpin sub bagian 

keuangan dan memiliki tugas pokok yaitu untuk melaksanakan urusan 

merumuskan dokumen pelaksanaan anggaran dan melaksanakan urusan 

penata usahaan administrasi keuangan 

f. Bidang Prasarana Wilayah dan SDA, dipimpin oleh kepala bidang yang 

mempunyai tugas yaitu membina, merumuskan kebijakan teknis, 

mengkordinasikan, memberikan dukungan atas 
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penyelenggaraanpemerintah daerah, dan melaksanakan program dan 

kegiatan di bidang SDA dan prasarana suatu wilayah 

g. Subid. Prasarana Wilayah, dipimpin oleh kepala bidang yang tugasnya 

mengkordinasikan, membina, mempersiapkan bahan penyusunan 

kebijakan teknis, dan melakukan program dan kegiatan pada sub bidang 

prasarana suatu wilayah, 

h. Subid. SDA LH dan tarkim, dipimpin oleh kepala sub yang bertugas 

melaksanakan program, kegiatan di bidang SDA, mempersiapkan bahan 

penyusunan kebijakan teknis, membina, dan mengkordinasikan, 

lingkungan hidup dan tarkim, 

i. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai 

tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan program dan kegiatan 

di bidang ekonomi, membina, dan memberikan dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintah daerah, 

j. Subid kehutanan, pertambangan, energy, dan pertanian, dipimpin oleh 

seorang kepala sub bidang yang bertugas membina, mempersiapkan bahan 

penyusunan kebijakan teknis melaksanakan program dan kegiatan di 

bidang pertanian, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan 

kegiatan di bidang pertanian,Sub koperasi, perdagangan, UKM, 

pariwisata, dan perdagangan dipimpin oleh seorang kepala sub yang 

mempunyai tugas membina, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan 

teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pada 

bidang perdagangaperindustrian, pariwisata, koperasi UKM dan 
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melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagai bidang serta 

membuat laporan secara berkala, 

k. Bidang pemerintahan dan sosial budaya dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang mempunyai tugas yaitu merumuskan kebijakan teknis, 

membina, mengkoorninasikan, memberikan dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan program, dan 

kegiatan di bidang pemerintahan dan bidang sosial budaya, 

l. Sub mental spiritual, pendidikan dan pemerintahan dipimpin oleh kepala 

sub yang mempunyai tugas melaksanakan program, mengkoordinasikan, 

kegiatan di bidang pemerintahan, pendidikan dan mental spiritual, 

mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, dan membina, 

m. Subid tenaga kerja, kesehatan, dan kependudukan dipimpin oleh kepala 

sub yang memiliki tugas membina, mempersiapkan bahan penyusunan 

kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan 

program pada bidang kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan, 

n. Bidang pengembangan, monitoring, evaluasi, dan penelitian dipimpin oleh 

kepala sub yang mempunyai tugas kebijakan teknis, memberikan 

dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang penelitian dan 

pengembangan evaluasi dan monitoring, 

o. Sub pembangunan dan penelitian dipimpin oleh kepala sub yang 

mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang 

penelitian, program, dan pengembangan, 
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p. Subid evaluasi, pelaporan, dan monitoring dipimpin oleh seorang kepala 

sub yang bertugas mempersiapkan bahan penyusunan bebijakan teknis 

mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan program dan kegiatan di 

bidang monitoring, pelaporan dan evaluasi. 

 

C. Hasil Penelitian 

Pajak daerah adalah sumber penerimaan yang paling utama pada sebuah 

daerah sahingga sangat diharapkan pendapatan dari sektor pajak suatu daerah agar 

dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Besarnya kontribusi pajak daerah 

terhadap PAD di kabupateen Enrekang mengalami peningkatan dalam setiap 

tahunya seperti pada tabel berikut; 
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1. Baik Adapun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 Dapat Dilihat 

Sebagai Berikut: 

Tabel 3.1 

Jenis Pajak 

Daerah 

Realisasi 

Pajak Daerah 

Realisasi PAD Perse

ntase 

Ket 

Pajak hotel 11.606.000 78.247.324.550 0.01 Sangat 

Kurang 

Pajak restoran 473.923.065 78.247.324.550 0.60 Sangat 

Kurang 

Pajak hiburan 5.375.000 78.247.324.550 6.86 Sangat 

Kurang 

Pajak reklame 434.121.412 78.247.324.550 0.55 Sangat 

Kurang 

Pajak penerangan 

jalan 

4.952.554.757 78.247.324.550 0.63 Sangat 

Kurang 

Pajak parkir - - -  

Pajak sarang 

burung walet 

800.000 78.247.324.550 1.01 Sangat 

Kurang 

Pajak mineral 

bukan logam 

1.471.757.661 78.247.324.550 1.87 Sangat 

Kurang 

Pajak bumi dan 

bangunan 

pedesaan dan 

perkotaan  

 

4.067.882.946 

 

78.247.324.550 

 

0.51 

Sangat 

Kurang 

BPHTB 1.174.273.875 78.247.324.550 0.14 Sangat 

Kurang 

Total 12.592.294.71

6 

78.247.324.550 0.16 Kurang 

Rata-Rata 1.259.229.471 78.247.324.550 0.12 Sangat kurang 

Sumber: Data diolah (2023) 

 

Pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa total dari realisasi pajak daerah pada 

tahun 2020 sebesar 12.592.294.716 dengan rata-rata sebesar 1.259.229.471. total 

dari realisasi PAD sebesar 782.473.245.500 dengan rata-rata sebesar 

78.247.324.550. persentase total sebesar 0.16% dengan keterangan kurang dan 

persentase rata-rata sebesar 0.12% dengan keterangan sangat kurang. 
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2. Baik Adapun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 Dapat Dilihat 

Sebagai Berikut: 

Tabel 3.2 

Jenis Pajak 

Daerah 

Realisasi 

Pajak Daerah 

Realisasi PAD Perse

ntase 

Ket 

Pajak hotel 17.791.000 73.308.654.593 0.24 Sangat Kurang 

Pajak 

restoran 

1.180.333.714 73.308.654.593 0.16 Sangat Kurang 

Pajak hiburan - - -  

Pajak 

reklame 

426.554.890 73.308.654.593 0.56 Sangat Kurang 

Pajak 

penerangan 

jalan 

5.398.827.405 73.308.654.593 7.36 Sangat Kurang 

Pajak parkir 4.050.000 73.308.654.593 5.52 Sangat Kurang 

Pajak sarang 

burung walet 

3.300.000 73.308.654.593 4.50 Sangat Kurang 

Pajak mineral 

bukan logam 

1.242.692.303 73.308.654.593 0.16 Sangat Kurang 

Pajak bumi 

dan bangunan 

pedesaan dan 

perkotaan  

 

3.647.405.563 

 

73.308.654.593 

 

0.49 

 

Sangat Kurang 

BPHTB 1.479.117.400 73.308.654.593 0.20 Sangat Kurang 

Total 13.400.072.27

5 

73.308.654.593 0.18 Kurang 

Rata-Rata 1.340.007.227 73.308.654.593 0.19 Sangat kurang 

Sumber: Data diolah (2023) 

Pada tabel 3.2 atas menunjukkan bahwa total dari realisasi pajak daerah 

pada tahun 2021 sebesar 13.400.072.275 dengan rata-rata sebesar 1.340.007.227. 

total dari realisasi PAD sebesar 733.086.545.930 dengan rata-rata sebesar 

73.308.654.593. persentase total sebesar 0.18% dengan keterangan kurang dan 

persentase rata-rata sebesar 0.19% dengan keterangan sangat kurang. 
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3.Baik Adapun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 Dapat Dilihat 

Sebagai Berikut: 

Tabel 3.3 

Jenis Pajak 

Daerah 

Realisasi 

Pajak Daerah 

Realisasi PAD Persent

ase 

Ket 

Pajak hotel 17.375.500 102.318.366.033 0.16 Sangat 

Kurang 

Pajak 

restoran 

1.231.405.946 102.318.366.033 0.12 Sangat 

Kurang 

Pajak hiburan 9.182.750 102.318.366.033 8.97 Sangat 

Kurang 

Pajak 

reklame 

374.418.144 102.318.366.033 0.36 Sangat 

Kurang 

Pajak 

penerangan 

jalan 

 

6.230.078.875 

 

102.318.366.033 

 

0.60 

 

Sangat 

Kurang 

Pajak parkir 5.250.000 102.318.366.033 0.51 Sangat 

Kurang 

Pajak sarang 

burung walet 

1.600.000 102.318.366.033 1,56 Sangat 

Kurang 

Pajak mineral 

bukan logam 

2.554.890.604 102.318.366.033 0.24 Sangat 

Kurang 

Pajak bumi 

dan bangunan 

pedesaan dan 

perkotaan  

 

4.584.632.048 

 

102.318.366.033 

 

0.44 

 

Sangat 

Kurang 

BPHTB 1.223.080.068 102.318.366.033 0.11 Sangat 

Kurang 

Total 10.008.062.13

8 

102.318.366.033 0.09 Cukup Baik 

Rata-Rata 1.000.806.213 102.318.366.033 0.36 Sangat 

kurang 

Sumber: Data diolah (2023) 

Pada tabel 3.3 menunjukkan bahwa total dari realisasi pajak daerah pada 

tahun 2022 sebesar 10.008.062.138 dengan rata-rata sebesar1.000.806.213. total 

dari realisasi PAD sebesar 1.000.806.213 dengan rata-rata sebesar 

102.318.366.033. persentase total sebesar 0.09% dengan keterangan cukup baik 

dan persentase rata-rata sebesar 0.36% dengan keterangan sangat kurang. 
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1. Pajak Hotel 

Pada tahun 2020 pajak hotel mendapatkan presentase sebesar 0.01% dengan 

keterangan sangat kurang. Selanjutnya pada tahun 2021 mendapatkan 

persentase sebesar 0.24 dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada 

tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.16% dengan keterangan sangat 

kurang. 

2. Pajak Restoran 

Pada tahun 2020 pajak restoran mandapatkan persentase sebesar 0.60% 

dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan 

persentase sebesar 0.16% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di 

tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.12% dengan keterangan 

kurang. 

3. Pajak Hiburan 

Pada tahun 2020 pajak hiburan mandapatkan persentase sebesar 6.86% 

dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 tidak 

mendapatkan realisasi. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase 

sebesar 8.97% dengan keterangan sangat kurang. 

4.  Pajak Reklame 

Pada tahun 2020 pajak reklame mandapatkan persentase sebesar 0.55% 

dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan 

persentase sebesar 0.56% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di 

tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.36% dengan keterangan kurang. 

5.  Pajak Penerangan Jalan 
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Pada tahun 2020 pajak penerangan jalan mandapatkan persentase sebesar 

0.63% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 

mendapatkan persentase sebesar 7.36% dengan keterangan sangat kurang. 

Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.60% dengan 

keterangan kurang. 

6. Pajak Parker 

Pada tahun 2020 pajak parkertidak mendapatkan realisasi. Kemudian pada 

tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 5.52% dengan keterangan sangat 

kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.51% 

dengan keterangan kurang. 

 

7. Pajak Sarang Burung Walet 

Pada tahun 2020 pajak sarang burung walet mandapatkan persentase sebesar 

1.01% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 

mendapatkan persentase sebesar 4.50% dengan keterangan sangat kurang. 

Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 1.56% dengan 

keterangan kurang. 

8. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

Pada tahun 2020 pajak mineral bukan logam dan batuan mandapatkan 

persentase sebesar 1.87% dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada 

tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 1.16% dengan keterangan sangat 

kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.24% 

dengan keterangan kurang. 
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9. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

Pada tahun 2020 pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan 

mandapatkan persentase sebesar 0.51% dengan keterangan sangat kurang. 

Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0.49% dengan 

keterangan sangat kurang. Selanjutnya di tahun 2022 mendapatkan persentase 

sebesar 0.44% dengan keterangan kurang. 

10 BPHTB 

Pada tahun 2020 pajak restoran mandapatkan persentase sebesar 0.14% 

dengan keterangan sangat kurang. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan 

persentase sebesar 0.20% dengan keterangan sangat kurang. Selanjutnya di 

tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.11% dengan keterangan kurang. 

 

Kontribusi per jenis pajak daerah terhadap penerimaan PAD dalam kurun 

waktu tahun anggaran 2020-2021 dengan keterangan cukup baik. Realisasi 

penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 

2020 mendapatkan jumlah persentase sebesar 12.2% dengan keterangan sangat 

kurang dengan rata-rata persentase 1.22%. pada tahun 2021 mendapatkan jumlah 

persentase sebesar 19.19% dengan keterangan sangat kurang dengan rata-rata 

persentase 1.91%. dan di tahun 2022 pendapatan jumlah persentase sebesar 

36.44% dengan keterangan cukup baik, dengan rata-rata persentase sebesr 3.64%. 

Cara menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD  
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a.  

b.  

c.  

Tabel 3.4 
Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2020-2021 

Tahun 

(a) 

Realisasi pajak 

daerah 

 

Realisasi PAD  

 

perse

ntase 

 

 

ket 

2020 12.592.294.716 78.247.324.550 1.60 Kurang 

2021 13.400.072.275 73.308.654.593 18.27 Kurang  

2022 10.008.062.138 102.318.366.033 9.78 Sangat Kurang 

Total 36.000.429.129 253.874.345.176 44.14 baik 

Rata-rata 12.000.143.043 84.624.781.726 1.47 Sangat kurang 

Sumber: Data diolah (2023) 

 

 

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak daerah dari tahun 

2020 kontribusinya terha mendapatkan persentase sebesar 16.09% dengan 

keterangan kurang. Pada tahun 2021 dengan persentase 18.27% dengan 
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keterangan kurang. Dan pada tahun 2022 dengan persentase 9.78% dengan 

keterangan sangat kurang. Adapun total dari realisasi pajak daerah sebesar 

36.000.429.129, dan otal dari realisi PAD sebesar 253.874.345.176 dengan total 

persentase sebesar 44.14% dengan keterangan baik dan rata-rata persentase 

sebesar 14.71%. 

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu; 

a. Jenis retribusi jasa umum yaitu; 

1. Retribusi pelayanan kesehata, 

2. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan, 

3. Retribusi pelayanan pasar, 

4. Retribusi pengujinkndaraan bermotor (PKB), 

5. Retribusi pelayanan tera / tera ulang / UTTP, dan 

6. Retribusi menara telekomunikasi. 

b. Jenis retribusi jasa usaha 

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, 

2. Retribusi terminal (TPR), 

3. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga, 

4. Retribusi tempat parkir khusus, 

5. Retribusi penjualan produksi usaha daerah ( benih ikan), dan 

6. Retribusi kebun raya maspul, 

c. Retribusi perizinan tertentu; 

1. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) / PBG, 

2. Retribusi izin gangguan ( HO), dan 
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3. Retribusi izin trayek. 

Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD di kabupaten 

Enrekang setelah pajak daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan dari sektor 

retribusi daerah berdasarkan data dari badan pendapatan daerah kabupaten 

Enrekang yaitu 

1. Adapun Realisasi retribusi daerah tahun 2020dedapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

 

Jenis 

Retribusi 

Realisasi 

Retribusi 

Realisasi PAD Perse

ntase 

Ket 

Retribusi jasa 

umum 

33.976.423.489 78.247.324.550 0.43 Sangat kurang 

Retribusi jasa 

usaha 

1.296.255.000 78.247.324.550 0.16 Sangat kurang 

Retribusi 

perinan 

tertentu 

 

188.664.716 

 

78.247.324.550 

 

0.24 

 

Sangat kurang 

Total 35.461.343.205 78.247.324.550 0.45 Sangat kurang 

Rata-rata 11.820.447.735 78.247.324.550 0.27 Sangat kurang 

Sumber : Data diolah (2023) 

Pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa total dari realisasi retribusi sebesar 

35.461.343.205 dengan rata-rata sebesar 11.820.447.735. Total dari realisasi PAD 

sebesar 234.741.973.650 dengan rata-rata sebesar 78.247.324.550. Persentase 

total sebesar 0.45% dengan keterangan sangat kurang dan persentase dari rata-rata 

sebesar 0.27% dengan keterangan sangat kurang. 
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2. Adapun Realisasi retribusi daerah tahun 2021 dedapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

 

Jenis 

Retribusi 

Realisasi 

Retribusi 

Realisasi PAD Perse

ntase 

Ket 

Retribusi jasa 

umum 

25.445.935.708 73.308.654.593 0.34 Sangat kurang 

Retribusi jasa 

usaha 

1.429.300.250 73.308.654.593 0.19 Sangat kurang 

Retribusi 

perinan 

tertentu 

 

143.623.226 

 

73.308.654.593 

 

0.19 

 

Sangat kurang 

Total 27.018.859.184  

73.308.654.593 

0.36 Sangat kurang 

Rata-rata 9.006.286.394 78.308.654.593 0.24 Sangat kurang 

Sumber : Data diolah (2023) 

Pada tabel 3.6 menunjukkan bahwa total dari realisasi retribusi sebesar 

27.018.859.184 dengan rata-rata sebesar 9.006.286.394. Total dari realisasi PAD 

sebesar 234.925.963.779 dengan rata-rata sebesar 78.308.654.593. Persentase 

total sebesar 0.36% dengan keterangan sangat kurang dan persentase dari rata-rata 

sebesar 0.24% dengan keterangan sangat kurang. 

3. Adapun Realisasi retribusi daerah tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

 

Jenis 

Retribusi 

Realisasi 

Retribusi 

Realisasi PAD Persent

ase 

Ket 

Retribusi 

jasa umum 

50.318.585.097 102.318.366.033 0.49 Sangat kurang 

Retribusi 

jasa usaha 

1.472.643.900 102.318.366.033 0.14 Sangat kurang 

Retribusi 

perinan 

tertentu 

 

181.449.695 

 

102.318.366.033 

 

0.17 

 

Sangat kurang 

Total 51.972.678.692 102.318.366.033 0.50 Sangat kurang 

Rata-rata 17.324.226.230 102.318.366.033 0.26 Sangat kurang 

Sumber : Data diolah (2023) 
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Pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa total dari realisasi retribusi sebesar 

51.972.678.692 dengan rata-rata sebesar 17.324.226.230. Total dari realisasi PAD 

sebesar 306.955.098.099 dengan rata-rata sebesar 102.318.366.033. Persentase 

total sebesar 0.50% dengan keterangan sangat kurang dan persentase dari rata-rata 

sebesar 0.26% dengan keterangan sangat kurang. 

1. Jenis Retribusi Jasa Umum 

Dari tiga tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2020 retribusi jasa usaha dengan 

0.47% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2021 mendapatkan 

persentase sebesar 0,34% dengan keterangan sangat kurang.dan di tahun 2022 

mendapatkan persentase sebesar 0.49% dengan keterangan sangat kurang. Pada 

tahun 2020 realisasi retribusi mendapatkan total sebesar 35.461.343.205 

dengan rata-rata sebesar 11.820.447.735. realisasi PAD mendapatkan total 

sebesar 234.741.973.650 dengan rata-rata sebesar 78.247.324.550. 

2. Jenis Retribusi Jasa Usaha 

pada tahun 2020 retribusi jasa usaha dengan 0.16% dengan keterangan sangat 

kurang. Pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0,19% dengan 

keterangan sangat kurang,.dan di tahun 2022  mendapatkan  persentase sebesar 

0.14% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2020 realisasi retribusi 

mendapatkan total sebesar 27.018.859.184dengan rata-rata sebesar 

9.006.286.394. realisasi PAD mendapatkan total sebesar 234.925.963.779 

dengan rata-rata sebesar 78.308.654.593. 
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3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 

pada tahun 2020 retribusi jasa usaha dengan 0.24% dengan keterangan sangat 

kurang. Pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0,19% dengan 

keterangan sangat kurang,.dan di tahun 2022  mendapatkan  persentase sebesar 

0.17% dengan keterangan sangat kurang. Pada tahun 2020 realisasi retribusi 

mendapatkan total sebesar 51.972.678.692 dengan rata-rata sebesar 

17.324.226.230. realisasi PAD mendapatkan total sebesar 306.955.098.099 

dengan rata-rata sebesar 102.318.366.033. 

Cara menghitung kontribusi penerimaan kontribusi daerah terhadap (PAD) 

sebagai berikut: 

Kontribusi =  

a.  x100% = 45.31% 

 

 

b. 36.85% 

 

c.  50.79% 

Adapun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2020-2022 dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

 

Tahun 

(a) 

Realisasi 

kontribusi 

Realisasi  

PAD  

Perse

ntase  

 

 

ket 

2020 35.461.343.205 78.247.324.550 0.45 Sangat kurang 

2021 27.018.859.184 73.308.654.593 0.36 Sangat kurang 

2022 51.972.678.692 102.318.366.033 0.50 Sangat kurang 

Total 114.452.881.081 253.874.345.176 1.32 Sangat kurang 

Rata-rata 38.150.960.360 84.624.781.725 0.44 Sangat kurang 

Sumber: Data diolah (2023) 
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Tabel 3.4 menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah tahun 2020 

mendapatkan persentase sebesar 0.45% dengan keterangan sangat kurang. Pada 

tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 0.36% dengan keterangan sangat 

kurang. Pada tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 0.50% dengan 

keterangan sangat kurang.total dari realisasi retribusi daerah sebesar 

114.452.881.081 dengan rata-rata sebesar 38.150.960.360. realisasi PAD sebesar 

253.874.345.176 dengan rata-rata sebesar 84.624.781.725. jadi kontribusi 

retribusi daerah terhadap PAD tahun 2020-2022 telah mengalami peningkatan 

walaupun di tahun 2021 sempat mengalami penurunan. 
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Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Tabel 3.9 

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020-2022 kabupaten Enrekang 

Jenis pendapatan 
Realisasi (rupiah) 

2020 2021 2022 

Pajak daerah  12.592.294.716 13.400.072.275 16.231.913.936 

Retribusi daerah 35.461.343.205 27.018.859.184 51.972.678.692 

Pengeolaan daerah 

yang dipisahkan  

15.412.302.384 15.896.115.974 13.466.084.356 

Lain-lain 

pendapatan yang 

sah 

 

14.781.384.245 

 

16.993.607.159 

 

20.647.689.049 

total 78.247.324.550 73.308.654.593 102.318.366.033 

Rata-rata 19.561.831.137 18.327.163.648 25.579.591.508 

Sumber: Data diolah (2023) 

 

 

Dilihat dari potensi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Enrekang di 

atas menunjukkan bahwa total dari tahun 2020 sebesar 78.247.324.550 dengan 

rata-rata sebesar 19.561.831.137. pada tahun 2021 mendapatkan total sebesar 

73.308.654.593 dengan rata-rata sebesar 18.327.163.648 dan pada tahun 2022 
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mendapatkan total sebesar 102.318.366.033 dengan rata-rata sebesar 

25.579.591.508. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwa pajak daerah 

dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang. 

Setelah menghitung kontribusi pajak dan retribusi daerah tahu 2020-2022 dapat 

diketahui bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah dapat dikatakan sangat 

kurang. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa penerimaan kontribusi pajak 

dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah di kabupaten 

Enrekang sangat kurang, dari tahun 2020-2022 dikatakan cukup baik karena rata-

rata kontribusi pajak dengan persentase sebesar  0.26% dan retribusi daerah 

mendapatkan persentase sebesar 0.44%, hal ini disebabkan karena semakin 

menurunya wajib pajak yang dapat melunasi kewajibannya tepat waktu 

 Pada setiap tahunya jumlah kontribusi pajak dan retribusi daerah 

mengalami pertambahan namun selalu ada kendala yaitu kurangnya pelaksanaan 

dan pemasukan keuangan daerah dan kurangnya peningkatan evaluasi, 

pembinaan, dan pengawasan  terhadap retribusi daerah dan pemungutan pajaknya, 

dan Pemerintah daerah kabupaten Enrekang perlu meningkatkan sektor yang 

dominan dalam memberikan sebuah sumbangan terhadap PDRB. 

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang 

supaya dapat menjadi bahan masukan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

daerah agar lebih meningkatkan penerimaan dan pemungutan dari setiap 

komponen pendapatan asli daerah terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah 
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dengan cara meningkatkan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan  terhadap 

retribusi daerah dan pemungutan pajaknya, dan Pemerintah daerah kabupaten 

Enrekang perlu meningkatkan sektor yang dominan dalam memberikan sebuah 

sumbangan terhadap PDRB. Badan pendapatan daerah (BAPENDA) pada 

Kabupaten Enrekang diharapkan agar terus dapat meningkatkan kontribusi pajak 

dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten enrekang untuk 

mengembangkan kabupaten Enrekang 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwa kontribusi pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Enrekang dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata persentase pada pajak 

daerah terhadap PAD hanya sebesar 0.26% dan retribusi daerah terhadap PAD 

sebesar 0.44%. hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak lebih kecil 

dibandingkan dengan retribusi daeranya. 

Rina, R.R. (2012) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pajak Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang, dengan hasil 

penelitian pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD 

di kabupaten Sumedang.  

Dian, M.S. (2010) meneliti tentang Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analasis Terhadap Kabupaten Dan Kota Di 

Jawa Timur), dengan hasil penelitian Menurut analisis statistik deskriftif 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk kabupaten dan kota jawa timur 

mengalami penurunan terhadap PAD. 
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Septian D.K. (2010) meneliti tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Dan 

Retribusi Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo, 

dengan hasil penelitian Pajak daerah mempunyai pengaruh yang lebuh besar 

daripada retribusi pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah. 

Amri S. (2014) meneliti tentang Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak 

Dan Retribusi Daerah Sebagai pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatra Utara, 

dengan hasil penelitian Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari 

tahun ke tahun mengalami penurunan. 



 

49 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kantor BAPENDA Enrekang maka 

dapat ditarik kesimpuln bahwa kontribusi pjk daerah dari retribusi suatu daerah terhadap 

pendapatan asli daerah pada thun 2020-2022 di kabupaten Enrekang diktakan sangat kurang 

dimana persentasenya padapajak daerah terhadap PAD hanya 0.26% dan retribusi derah 

terhadap PAD sebesar 0.44% ini menunjukkan bahwa retribusi daerah dan kontribusi pajak 

dalam meningkatkan pendapatn asli daerah  di kabupaten enrekang dikatkan kurang 

kontribusi. 

B. Saran 

Adapun saran yang bis dijadikan bahan masukan bagi badan pendapatan daerah 

Kabupaten Enrekang yaitu supaya pemerintah perlu lebih meningkatkan retribusi daerah dan 

kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah kabupaten enrekang untuk mengembangkan 

wilayah  Kabupaten Enrekang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Sumber Buku dan Artikel 

Adelia, S. P. (2013). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TerhadapPendapatan 

Asli Daerah KabupatenMalang.Jurnal universitas brawijaya. Malang. 

Amri, S. (2014). Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap 

PAD Dari Tahun ke Tahun Mengalami Penurunan.Sumatra Utara. 

Asteria, B. (2015). AnalisisPengaruhPenerimaan Paja Daerah dan Retribusi Daerah 

TerhadapPendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Jurnal Riset 

Manajemen. 

Damas, D. A. (2017).Pajakdaerah dan RetribusiDaerah.UniversitasPrawijaya Press. Malang. 

Dian, M.S. (2010). Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

AnalisisStatistikDeskriftifKontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Untuk Kabupaten 

Dan Kota Jawa Timur Mengalami Penurunan Terhadap PAD.Jawa Timur. 

Djajadiningrat, S. I. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: SelembaEmpat. 

Fadhlia, W. (2017).Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan 

dan Perkotaan dan KontribusinyaTerhadaapPendapatan Asli Daerah Di Kabupaten 

Aceh Besar (doctoral dissertation, syiahkuala university). 

Fitriana.(2014). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang.E-JurnalIlmuPemerintahan.Issn 2338-3651, 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Samarinda. 

Ismail, T., &Irfan, F. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia. jakarta. Kencana. 

Mardiasmo.(2011). Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta: CV Andi. 

Phaureula,A. W., &Emy, I. (2018).Pajak Daerah dalamPendapatan Asli 

Daerah.Yogyakarta.Deepublis. 

 

Rina, R.R. (2012). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Pajak Daerah Berpengaruh Signifikan Secara Positif Terhadap Nilai PAD Di 

KabupatenSumedang. KabupatenSumedang. 

 

Septian, D.K. (2010). Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Pada Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah.Pajak Daerah MempunyaiPengaruh Yang Lebuh Besar 

DaripadaRetribusiPajak Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. Ponorogo. 

Siahaan, M. P. (2016). Pajak dan Retribusi Daerah. 



51 

 

 

Wilda,M, Yuniadi, M,& Tri Henri, S. (2016). Kontribusi Pajak Daerah DanRetribusi Daerah 

Dalam Pendapatan Asli Daerah. Jurnal perpajakan (JEJAK) 11 (1). 

Yudi, H. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta.Program Studi 

Ankuntansi Universitas VGRI Yogyakarta. 

 

Sumber Internet 

Https://Bapenda.Pesisirbaratkab.Go.Id/Informasi/Id/4/Sumber-Sumber-Pendapatan-Asli-

Daerah.Html/ di akses pada tanggal 15 januari 2023/ 07 : 22 

Sumberundang-undang 

Undang -Undang Republik Indonesia. No 28 Tahun 2009Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah .Sekretariat DPR RI. 

Undang -Undang Republik Indonesia. No 18 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bapenda.pesisirbaratkab.go.id/Informasi/Id/4/Sumber-Sumber-Pendapatan-Asli-Daerah.Html
https://bapenda.pesisirbaratkab.go.id/Informasi/Id/4/Sumber-Sumber-Pendapatan-Asli-Daerah.Html
https://bapenda.pesisirbaratkab.go.id/Informasi/Id/4/Sumber-Sumber-Pendapatan-Asli-Daerah.Html


52 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

LAMPIRAN I 

SURAT PENELITIAN 

 

 
 



54 

 

 

 
 



55 

 

 

 



56 

 

 

 



57 

 

 

 
 



58 

 

 



59 

 

 



60 

 

 



61 

 

 



62 

 

 

 


